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ABSTRAK

Kebakaran merupakan hal yang menakutkan yang dapat menghanguskan
kebutuhan dasar masyarakat yaitu pangan, sandang, dan papan. Sumber daya
disekitar masyarakat selalu ada ancaman dari kebakaran yang dapat mengganggu
ketahanan ekonomi, kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Adanya
perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat, resiko terjadinya
kebakaran semakin meningkat serta fluktuasi yang ditunjukkan oleh grafik
kebakaran di kota Yogyakarta. Oleh karena itu penulis melakukan sebuah
penelitian tentang Pelayanan dalam Pemadaman Kebakaran di Dinas Kebakaran
Kota Yogyakarta.

Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu Bagaimanakah Pelayanan
dalam Pemadaman Kebakaran di Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan yaitu menganalisis dan mendeskripsikan Pelayanan
dalam Pemadaman Kebakaran di Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta
menggunakan teori pelayanan yang berfokus pada aspek-aspek pelayanan.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan Jenis penelitian
deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat secara
objektif terkait dengan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Jenis data
yang digunakan yaitu terdiri dari data primer dari data wawancara dan observasi
langsung di lapangan dan data sekunder yang terdiri dari buku, dokumen dan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive yang menunjuk informan
berjumlah 11 orang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menggambarkan bahwa
pelayanan dalam pemadaman kebakaran di Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta
yang ditinjau berdasarkan aspek pelayanan sudah bagus dan memenuhi aspek-
aspek pelayanan hal ini dibuktikan dengan hasil observasi lapangan dan
wawancara dengan pegawai di Dinas Kebakaran dan juga masyarakat pengguna
layanan.

Kata Kunci: Pelayanan, pemadaman kebakaran, Dinas Kebakaran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang dan jasa.
Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 kepada
negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya,
sehingga efektivitas suatu sistem Pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya
penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, dijelaskan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai
dengan asas dan tujuan pelayanan (pasal 18).

Penguatan dibidang Pelayanan Publik dalam rangka mencapai tujuan Negara
yakni memajukan kesejahteraan publik terlihat dari usaha Negara dengan
menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 1 ayat
1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, secara tegas menyatakan dan
menerangkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang dan jasa yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan seterusnya dijelaskan pada



pasal-pasal berikutnya tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan
benar sesuai dengan standar ketentuan pemerintah.

Untuk menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap
warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 18
Juli 2009 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. (Hendri, 2 Juli 2010)

Ruang lingkup pelayanan publik menurut undang-undang pelayanan publik
meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan,
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan,
sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun
2009)

Oleh karenanya pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
bermasyarakat, karena dengan melihat realitas bermasyarakat yang saling hidup
bertoleransi, saling memerlukan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang
tergabung dalam sebuah Negara. Maka Negara dituntut agar menciptakan pelayanan
publik yang berorientasi pada terciptanya tujuan Negara yakni mencerdaskaan dan

mensejahterakan kehidupan bangsa.



Paling tidak ada 385 jenis pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah
kepada masyarakat, mulai dari urusan akte kelahiran sampai dengan urusan surat
kematian. Semua jenis pelayanan tersebut disediakan dan diberikan kepada
masyarakat oleh aparatur pemerintah, baik aparatur yang berada dipusat maupun
daerah, secara umum belum memuaskan masyarakat, pelayanan yang diberikan
terlalau berbelit-belit dengan alasan sesuai prosedur, banyaknya biaya pungutan, dan
waktu yang sangat lama, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung kurang
efektif dan efisien. (Sinambela, 2006: 117)

Pelayanan publik yang dianggap kurang efektif dan efisien tentunya akan
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di dalam suatu daerah. Oleh karena itu
kemampuan dalam pelayanan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi,
semangkin tinggi kemampuan yang dimiliki aparat dalam melaksanakan tugas maka
akan semangkin efektif pula pencapaian suatu organisasi. Menjadi kebijakan setiap
organisasi untuk dapat meningkatkan kemampuan aparat yaitu dengan menyertakan
dalam pendidikan dan pelatihan sebelumnya sehingga akan memberikan kesempatan
bagi aparat untuk mengembangkan kualitas potensi yang dimilikinya.

Good governance dinilai sangat penting dalam praktik penyelenggaraan
pelayanan publik agar mencapai kualitas layanan yang sesuai dengan yang
diharapkan oleh masyarakat, hal ini dilihat sebagai upaya untuk membangkitkan rasa
percaya masyarakat terhadap setiap institusi pemerintah yang menyelenggarakan
pelayanan publik. Mengapa hal ini perlu dilakukan, karena dengan melihat realitas

yang terjadi pada masyarakat saat ini dimana kepercayaan masyarakat banyak



tercederai oleh adanya kasus-kasus yang terjadi pada penyelenggara layanan,
contohnya kasus korupsi, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya seperti
adanya praktek KKN, pelayanan yang berbelit-belit, dan berlaku diskriminatif dalam
penyelenggaraan layanan publik. Dalam kondisi sekarang ini aparatur pemerintah
dituntut untuk melakukan perubahan total pada sikap, perilaku, tindakan kearah
budaya kerja yang efektif, hemat, bersahaja, serta anti KKN. Oleh sebab itu melalui
praktik good governance dan mengacu pada konsep pelayanan prima diharapkan
pemerintah dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat dalam
proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di kota Yogyakarta juga sudah
diatur dalam Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan usaha pemerintah Yogyakarta dalam
meningkatkan kualitas layanan publik. Seperti yang tercantum didalam PERDA ini
dimana ditekankan bahwa agar pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama
pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk melayani kebutuhan publik sesuai
dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance) agar
tujuan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dapat diwujudkan. Yakni salah satunya yang juga termasuk
pelayanan dalam pemadaman kebakaran.

Pada Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut yakni untuk memperkuat betapa

pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, yang diharapakan mampu memberikan



rasa nyaman dan aman kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Salah satu pelayanan
publik yang sangat penting yaitu pelayanan yang ada pada Dinas Kebakaran Kota
Yogyakarata, Seperti yang kita ketahui bahwa kebakaran adalah suatu bencana yang
sangat berbahaya karena tidak dapat diprediksi waktu dan tempat terjadinya dan
tentunya juga tidak seorangpun masyarakat menginginkan kehadirannya.

Bahaya kebakaran merupakan salah satu bencana yang tidak dapat diduga dan
tidak dapat diperkirakan kapan datangnya, namun bahaya kebakaran dapat dikurangi
dengan cara memberikan kewaspadaan yang penuh terhadap barang-barang yang
dapat mengakibatkan sumber api dan barang elektronika yang sudah rusak.

Kebakaran adalah hal yang ditakuti yang dapat menghanguskan kebutuhan
dasar masyarakat yaitu pangan, sandang, dan papan. Sumber daya disekitar
masyarakat selalu ada ancaman dari kebakaran yang dapat mengganggu ketahanan
ekonomi, kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Untuk itu perlu
mereposisi sudut pandang kita dalam penanggulangan kebakaran yang kita hadapi,
serta arah kebijakan ke depan. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan
pembangunan yang semakin pesat, resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat.

Di sepanjang 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencapai Rp2,04
miliar. “Nominal itu terjadi dari 97 kali kebakaran sepanjang tahun 2015, di
DIY,”(HarianJogja: 2016). Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY
Bambang Kristianto dalam Laporan Statistik Lingkungan Hidup DIY 205/2016
mengatakan, jumlah kebakaran di Kota Jogja selama periode tahun 2004-2015

menunjukkan fluktuasi setiap tahun. Pada 2006, kata dia, jumlah kebakaran tercatat



124 kejadian, sedangkan di tahun 2015 hanya terjadi sebanyak 97 kebakaran.
“Namun, jika dilihat dari jumlah kerugian harta yang diakibatkan oleh kebakaran,
jumlah kerugian tahun 2015 tidak banyak berbeda dibandingkan sepuluh tahun
sebelumnya,” jelas dia. la menjelaskan, kebarakan sepanjang tahun 2015 itu terdiri
dari kebakaran rumah rakyat sebanyak 25 kebakaran, lalu kebakaran pada perusahaan
toko sebanyak 16 kebakaran, dan 17 kebakaran pada kendaraan. Sementara itu,
kebakaran pada sektor lain-lain yang tidak teridentifikasi dalam kategori benda
terbakar, sebanyak 49 kebakaran. “Meski demikian, sepanjang tahun 2015 tidak ada
korban dalam setiap kebakaran. Sementara, total seluruh kerugian dari semua
kebakaran mencapai sebesar Rp. 2.044.500.000,”(Antara: 2016).

Penanganan terhadap bencana kebakaran sebenarnya juga sudah di atur pada
Undang-Undang No. 23 pasal 12 Tahun 2014 bahwa kebakaran merupakan sub
urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan Masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar. Sub urusan kebakaran menjadi Tanggungiawab bersama antara
Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun di dalam matrik pembagian
kewenangan, penanggung jawab utama adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
oleh karena itu sub urusan kebakaran menjadi stategis dan prioritas dalam
perencanaan dan anggaran Pemerintah daerah sebagai perwujudan menjamin
kehadiran Pemerintah Daerah didalam melayani dan menyikapi penderitaan rakyat
akibat bencana dan kebakaran. Hal ini sebagai perwujudan yang sejalan dengan Nawa

Cita atau agenda Presiden Republik Indonesia 2014-2019 pada point pertama



menyatakan "menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara".

Berkaitan dengan pemasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan pelayanan
publik dan dengan adanya berbagai penyimpangan tugas pokok dan fungsi yang
terjadi di bidang pelayanan publik serta adanya fluktuasi pada bencana kebakaran tiap
tahunnya di Kota Yogyakarta sehingga penulis ingin mengetahui gambaran pelayanan
dalam pemadamaman kebakaran di kota Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pelayanan dalam pemadaman
kebakaran di Dinas kebakaran kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan
pelayanan pemadaman kebakaran di Dinas Kebakaran kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Kebakaran: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi dan bahan evaluasi bagi Dinas Kebakaran agar mampu memberikan
pelayanan yang lebih berkualitas bagi warga masyarakat kota Yogyakarta
khususnya.

2. Bagi Peneliti: penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya

dibidang pemadaman kebakaran, dan penelitian ini juga sebagai tugas akhir
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